BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Tahun 2005, pemerintah meluncurkan program jaminan kesehatan bagi
masyarakat miskin dan tidak mampu yang dikenal denkgan nama program
Asuransi Kesehatan Miskin (Askeskin). Program 1n1merupakan bantuan sosial
yang diselenggarakan dalam skema asurqnsi~‘,:~;l:§:é‘séhatan sosial. Setelah
dilakukan evaluasi dan dalam rangka eﬁs1en31dan efektivitas, maka pada
tahun 2008 dilakukan perubahan dalam sistem penyelenggaraannya.
Perubahan pengelolaan program tersebut radalah dengan pemisahan fungsi
pengelola dengan fungsi pembayaran yang didukung dengan penempatan
tenaga verifikasi di setiap\’;Rﬁfﬁéﬁ)Sakit. Program Askeskin kemudian berubah
menjadi Jaminan Kesqh%%@h"ﬁasyarakat (Jamkesmas) yang sekarang dikenal
dengan nama Jan}ihank\‘:lr(‘ésehatan Nasional (JKN) dan dikelola oleh Badan

Penyelenggaraaﬁ‘ mman Sosial (BPJS).

Menurut ISel;iérasi Perserikatan bangsa-Bangsa tahun 1948 tentang Hak Asasi
Manusia, pasca perang Dunia II beberapa Negara mengambil inisiatif untuk
mengembangkan jaminan sosial, antara lain jaminan kesehatan kesehatan bagi
semua penduduk (Universal Health Coverage). Dalam sidang ke 58 tahun

2005 di jenewa, World Health Assembly (WHA) menggaris bawahi perlunya



pengembangan sistem pembiayaan kesehatan yang menjamin tersedianya
akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan
perlindungan kepada masyarakat terhadap resiko keuangan. WHA ke-58
mengeluarkan resolusi yang menyatakan, pembiayaan kesehatan yang
berkelanjutan melalui Universal Health Coverage diselenggarakan melalui
mekanisme asuransi kesehatan sosial. WHA juga menyz gpkan kepada WHO
agar mendorong negara-negara anggota untgk?f‘i{fmerl’lgevaluasi dampak
perubahan sistem pembiayaan kesehatan terhe;de‘iﬁ;ﬁéle&anan kesehatan ketika
negara-negara bergerak menuju Universal Health Coverage (Kemenkes RI,

2013).

Mexico, Afrika Selatan, Tha‘ilé - "'/élan Indonesia, merupakan beberapa di
antara negara yang sedfa":k/“g.éfﬁencoba mengimplementasikan pelayanan
kesehatan universal (M rt1, 2010). Indonesia merupakan salah satu negara

yang sedang dalam “masa transisi menuju sistem pelayanan kesehatan

asi sistem pelayanan kesehatan universal bervariasi di

universal. Im léﬁ1
berbagai ngé?lr@”férgantung pada sejauh mana keterlibatan pemerintah dalam
menyediai;aﬁ;‘ pelayanan kesehatan dan asuransi kesehatan. Dengan
perkecualian AS, di banyak negara maju atau kaya, misalnya Inggris, Spanyol,
Italia, negara-negara Nordik/ Skandinavia, Kanada, Jepang, Kuwait, Bahrain,
dan Brunei, pemerintah memiliki keterlibatan tinggi dalam menyediakan

pelayanan kesehatan.



Akses pelayanan kesehatan berdasarkan hak warga, bukan berdasarkan
pembelian asuransi. Pemerintah membiayai pelayanan kesehatan dengan
menggunakan dana anggaran pemerintah yang berasal dari pajak umum.
Sejumlah negara lainnya seperti Jerman, Belanda, dan Perancis, menerapkan
sistem penyediaan pelayanan kesehatan yang lebih pluralistik, berdasarkan

asuransi sosial wajib ataupun asuransi swasta (Murti, 2010).

Di Indonesia, falsafah dan dasar negara Papca‘fsilél‘frtérutama sila ke-5 juga
mengakui hak asasi warga atas kesehatan, HakAsas1 tercantum dalam UUD
45 pasal 28H dan pasal 34, dan d(i?.t;ll'“&é‘l;am UU No. 23/1992 tentang
Kesehatan yang kemudian diganti dengan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan
ditegaskan bahwa setiap orangkn"'l‘f g}ﬁﬁnyai hak yang sama dalam memperoleh
akses atas sumber daya dlbldéng kesehatan dan memperoleh pelayanan

kesehatan yang aman, brmutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga

mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan keschatan sosial

(Kemenkes RI, 20 3)

Usaha peiél;/;sélnaan jaminan kesehatan sosial sesungguhnya telah dirintis
pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di
bidang kesehatan, diantaranya adalah melalui PT Askes (Persero) dan PT
Jamsostek (Persero) yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima
pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Masyarakat miskin dan tidak mampu,

pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan



Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Keschatan Daerah (Jamkesda). Tetapi
skema-skema tersebut masih terfragmentasi, sehingga biaya kesehatan dan
mutu pelayanan menjadi sulit terkendali. Mengatasi jaminan kesehatan sosial
yang pembiayaan dan pelayanannya sulit terkendali , pada 2004 dikeluarkan
Undang-Undang No. 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Dalam UU 40/2004 ini mengamanatkan bahwa Jamman sosial wajib bagi
seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Naswnal (JKN) melalui suatu
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Kemenkes RI, 2013). Sampai
dengan pertengahan tahun 2013 masyarakat Indones1a yang telah memiliki
jaminan kesehatan sebanyak 176. 844 161 lea (72 %) yang terdiri dari
Jamkesmas 86.400.000 (36,3 %), Jamkesda 45.595.520 (16,79 %), perusahaan

yang menjaminkan karyawanny" . nd1r1 16.923.644 (07,12 %), Askes PNS

16.548.283 (06,69 %), JPK Jamsostek 7.026.440 (02,96 %), asuransi komersil
2.937.627 (01,2 %) TNI/POLRI/PNS KEMHAM 1.412.647 (00,59 %)

(Kemenkes RI, 20’}3).

Awal tahun2()14, BPJS Kesehatan sudah mulai beroperasi. Pentahapan
kepesertaa;rrl'l;]‘aminan Keschatan dalam SJSN dimulai dengan dilakukan
pengalihan peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, Askes PNS, TNI/Polri, ke
BPJS Kesehatan. Selama kurun waktu 2014-2018, dilakukan perluasan peserta
pada usaha besar, sedang, kecil dan mikro secara bertahap. Tahun 2019,
ditargetkan seluruh penduduk Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan

(Kemenkes R1, 2013).



Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah kota yang menerapkan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN). Sesuai data DJSN jumlah peserta JKN di DIY
sampai dengan 31 Agustus 2015 tercatat sebanyak 2.456.144 jiwa atau 66,75
persen dari jumlah penduduk DIY. Sehingga jika dibandingkan kondisi
Desember 2014 yang mencapai 2.283.040 jiwa, cakupan kepesertaan JKN di
DIY mengalami pertumbuhan sebesar 7,04 persen <’(Hgkim, 2015). DIY
diketahui memiliki banyak Dusun, salah satunya ‘/‘DlisiiiniPogung Lor. Dusun
Pogung Lor merupakan sebuah pedukuhan di ,de's‘,a_i;skfnocluadi Kecamatan Mlati
kota Yogyakarta. Secara keseluruhan luas w1layahnya terbagi atas 3 RW yaitu
RW 46 yang terdiri dari RT 1-6, RW 47 f’efd“i“fi‘:dari RT 7-9, dan RW 48 terdiri
dari RT 10-13, dengan jumlah penduduk 2410 jiwa atau 505 kepala keluarga
serta memiliki karakteristik statuk jekonoml menengah ke atas, tetapi ada juga
warga yang memiliki status k“ekon’oml rendah. Pogung Lor menjadi pilihan
peneliti sebagai lokasi penehtlan dengan alasan lokasi tersebut cukup strategis
dengan Fasilitas Kesehatan (Faskes) tingkat pertama bagi peserta JKN, seperti

dan Rumabh sakit dr. Sardjito.

Puskesmas Mlatl

Hasil wa\;x;at;c‘ara singkat yang dilakukan peneliti kepada salah satu kader
dusun Pogung Lor yaitu kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa
(PPKBD) didapatkan informasi bahwa belum semua warga dusun Pogung Lor
menggunakan JKN atau BPJS. Menurut Dukuh Dusun Pogung Lor (2015)
jumlah penduduk yang melaporkan diri menggunakan BPJS Kesehatan ke

kantor pedukuhan Pogung Lor sebanyak 117 orang dan yang tidak memiliki



jaminan kesehatan sebanyak 14 orang. Menurut Staf Tata Usaha Jamkesda
Sleman (2016) jumlah penduduk dusun Pogung Lor yang menggunakan
Jamkesda sebanyak 53 orang. Beberapa warga dusun Pogung Lor masih
menggunakan Jamkesda dengan alasan pembayaran iuran yang lebih murah
atau gratis, tetapi menurut Widiyanto (2015) Jamkesda Yogyakarta hanya

berlaku hingga 2016.

Sistem pendanaan JKN bersumber dari 1uranyaltu sejumlah uvang yang
dibayarkan secara teratur oleh peserta, pembé;if;‘kerja, dan pemerintah untuk
program Jaminan Kesehatan (pasal 16, Perpres No. 12/2013 tentang Jaminan
Kesehatan). Sistem pembayaran 1uranJKN dilakukan setiap bulan, sedangkan
Jamskesda sistem pembayaranns} ’ 'dllakukan satu kali dalam satu tahun,
sehingga lebih ringan dan rnurah bagl peserta yang berstatus ekonomi rendah
dan menengah, minat ym‘v:is‘ryara’tkat terhadap Jamkesda tersebut dapat menjadi
kendala bagi pemerlntah terkait untuk menyelesaikan program pemerataan

e 11""penellt1an yang dilakukan Rohmawati (2014) terdapat

hubungan/bet;l‘m‘akna antara pendidikan, penghasilan dengan pemilihan jenis
atau kela; 'ﬁiran JKN. Pendidikan dan penghasilan tersebut merupakan
indikator dari status ekonomi, dengan demikian fokus penelitian ini terfokus
pada warga dusun Pogung Lor. Sesuai permasalahan tersebut menarik bagi
peneliti untuk mengetahui hubungan status ekonomi dengan minat
pemanfaatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada kepala

keluarga Dusun Pogung Lor Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta Tahun 2016.



B. Rumusan Masalah
Sesuai latar belakang masalah penelitian, maka rumusan masalah yang dibuat
adalah apakah ada hubungan antara status ekonomi dengan minat pemanfaatan
program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada kepala keluarga Dusun

Pogung Lor Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta Tahun 20167

C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Untuk mengetahui apakah ada hubungén;‘é‘iﬁ"cara status ekonomi dengan

minat pemanfaatan program Jamri‘nélnrkf‘:;sehatan Nasional (JKN) pada
kepala keluarga di Dusun PogungLor Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta

Tahun 2016.

2. Tujuan Khusus
a. Untuk menget;’;hﬁ - karakteristik kepala keluarga, jenis kelamin, usia

responden, dan jehis jaminan kesehatan responden di Dusun Pogung

: ’:jiﬁ/ﬂati Sleman Yogyakarta.

b. Unt;i#:niéﬁgetahui gambaran status ekonomi pada kepala keluarga di
Dlléu'fl‘Pogung Lor Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta.

c. Untuk mengetahui minat pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) pada kepala keluarga di Dusun Pogung Lor Sinduadi Mlati
Sleman Yogyakarta.

d. Untuk mengetahui hubungan status ekonomi dengan minat

pemanfaatan program Jaminan Kesehatan Kesehatan (JKN) pada



kepala keluarga Dusun Pogung Lor Sinduadi Mlati Sleman
Yogyakarta.

e. Untuk mengetahui keeratan antara status ekonomi dengan minat
pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada kepala keluarga

Dusun Pogung Lor Sinduadi Mlati Sleman Y ogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1.

Bagi Masyarakat
Memberikan gambaran tentang minat ‘fpjc:ﬁiéiﬁfaatan Jaminan Keschatan
Nasional (JKN) agar masyarakat {deipéi‘t?“"r‘l‘lxenjadi peserta dalam program
Jaminan Kesehatan Masyarakqg Naslonal sesuai instruksi pemerintah.

Bagi Institusi STIKES BethesdaY ékkum Yogyakarta

Hasil penelitian ini dapatciljadlkan literatur penelitian dengan topik
Jaminan Kesehatanilﬂélétl:sfidi‘lk’al.

Bagi Peneliti Ija?ih v

Penelitian 1 dapat dijadikan referensi agar dapat dimanfaatkan sebagai

bahan/jgét’c‘uéﬁ’ dalam pembuatan penelitian selanjutnya terkait status

ekonomi dan Jaminan Kesehatan Nasional.
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